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TENTANG

KODE PERILAKU JAKSA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN ATAS

Menimbang

Mengingat

PELANGGARAN KODE PERILAKU JAKSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati
nurani dengan mengindahkan norma keagamaan,
kesopanan, Kkesusilaan, serta wajib menggali dan
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam
masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan
martabat profesinya;

bahwa untuk menjaga kehormatan dan martabat
profesinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Jaksa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus
berintegritas, profesional, dan bijaksana sesuai dengan
nilai yang terkandung dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa
dan wajib menaati kode etik Jaksa dan kode perilaku
Jaksa sebagai implementasi dari standar minimum
profesi Jaksa dan United Nations Guidelines on the Role of
Prosecutors sebagai pedoman  perilaku Jaksa,
khususnya yang berhubungan dengan independensi
dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara,
standar profesionalitas, dan pelindungan bagi para
Jaksa;

bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan
Peraturan Kejaksaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Majelis Kehormatan Jaksa belum sepenuhnya
mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum
serta tuntutan profesi Jaksa, sehingga perlu diganti;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Kode Perilaku
Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode
Perilaku Jaksa;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
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mengizinkan atau menyuruh suami/istri, orang tua,
anak, atau anggota keluarga lainnya dalam derajat ketiga
untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah,
pemberian, penghargaan, pinjaman, dan/atau fasilitas
dari pihak manapun yang secara wajar patut dianggap
bertujuan atau mengandung maksud untuk
memengaruhi Jaksa dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya;

mengizinkan atau menyuruh pegawai Kejaksaan atau
pihak lain untuk meminta atau menerima janji, hadiah,
hibah, pemberian, penghargaan, pinjaman, dan/atau
fasilitas dari pihak manapun yang secara wajar patut
dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk
memengaruhi Jaksa dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya;

merangkap menjadi pengusaha, pengurus, atau
karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan
usaha swasta dan advokat, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada
calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah saat kegiatan pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah;

memberi dukungan atau terlibat dalam pengadaan
dan/atau pelaksanaan proyek pemerintah untuk
memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain,
dan/atau korporasi yang bertentangan dengan tugas dan
kewajibannya; dan

menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau
secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah
satu partai politik.

Bagian Ketiga
Profesionalitas

Pasal 8

Untuk menjunjung tinggi nilai profesionalitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Jaksa wajib:

a.

menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara
profesional;

menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan;

melaksanakan tugas secara profesional dan mandiri
terlepas dari pengaruh kekuasaan lain, kepentingan
individu atau kelompok tertentu, tekanan publik, media
massa, atau pengaruh lain yang dapat mengganggu
kemandirian Jaksa;

menolak perintah atasan yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kode Etik Jaksa dan Kode Perilaku Jaksa;
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mengundurkan diri atau menolak pelaksanaan tugas
yang diduga memiliki konflik kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung;

menyimpan dan memegang rahasia proses mediasi penal,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

memastikan saksi, korban, tersangka, dan/atau
terdakwa mendapatkan informasi dan jaminan atas
haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan hak asasi manusia;

menghormati prinsip peradilan cepat, sederhana, dan
biaya ringan;

memastikan bahwa alat bukti dan barang bukti sesuai
dengan hukum dan berdasarkan prinsip peradilan yang
adil; dan

menolak untuk menggunakan alat bukti dan/atau
barang bukti yang diketahui atau patut diduga telah
direkayasa, diubah, dirusak, dan/atau diperoleh secara
melawan hukum.

Pasal 9

Untuk menjunjung tinggi nilai profesionalitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Jaksa dilarang:

a.

b.

Cs

melaksanakan tugas secara diskriminatif berdasarkan
suku, agama, ras, gender, dan golongan;

mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah
penetapan hakim atau putusan pengadilan;
mengeluarkan kebijakan atau memberikan perintah yang
bertentangan dengan hukum;

menggunakan alat bukti dan/atau barang bukti yang
diketahui atau patut diduga telah direkayasa, diubah,
dirusak, dan/atau diperoleh secara melawan hukum;
merekayasa, mengubah, merusak, dan/atau
memperoleh alat bukti dan/atau barang bukti secara
melawan hukum;

merekayasa dan/atau mengubah fakta hukum;
melakukan penuntutan dengan itikad buruk tanpa
didasarkan pada fakta dan alat bukti yang cukup
dan/atau sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menghentikan penuntutan dengan itikad buruk tanpa
disertai alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memengaruhi para pihak dalam proses mediasi penal
melalui tekanan dalam bentuk apapun;

memihak salah satu pihak dalam proses mediasi penal;
mengeluarkan pertanyaan yang seksisme dan/atau
menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks,
gender, dan/atau disabilitas yang tidak relevan dengan
perkara;

membangun asumsi yang tidak relevan atas suatu
kondisi tertentu secara tidak adil yang merendahkan
martabat sebagai manusia dalam penanganan perkara;
melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan
pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
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BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 12

Sumber laporan Pelanggaran berasal dari pengaduan:

atasan;

pegawai Kejaksaan;

kementerian/lembaga;

pemerintah daerah;

pemberitaan pers; dan/atau

masyarakat.

Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada:

a. Jaksa Agung Muda Pengawasan; atau

b. Kepala Kejaksaan Tinggi c.q. Bidang Pengawasan

pada Kejaksaan Tinggi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat:

a. identitas Pelapor;

b. uraian perbuatan Pelanggaran, termasuk waktu dan
tempat terjadinya Pelanggaran dan bagaimana
Pelanggaran terjadi; dan

c. latar belakang penyampaian laporan.

Selain memuat identitas Pelapor, uraian perbuatan

Pelanggaran, dan latar belakang penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan juga dapat

dilengkapi dengan:

a. identitas Terlapor;

b. bukti; dan/atau

c. keterangan lain yang mendukung laporan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

disampaikan melalui sarana elektronik dan/atau

nonelektronik.

Mo Qoo

Pasal 13
Selain laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), laporan Pelanggaran juga dapat berasal dari:
a. hasil temuan PPF; dan/atau
b. hasil eksaminasi umum.
Terhadap laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Jaksa Agung Muda Pengawasan/Kepala
Kejaksaan Tinggi membuat surat perintah Inspeksi
Kasus dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak
hasil temuan PPF dan/atau hasil eksaminasi umum
diterima.

Bagian Kedua
Kompetensi Pemeriksaan

Pasal 14

Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan
Pelanggaran sebagai berikut:
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Pasal 64

Terlapor memiliki hak ingkar dalam persidangan MKPJ.

Pasal 65

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, PPF dan Terlapor
menyampaikan kesimpulan kepada MKPJ yang disertai
dengan permohonan yang dimintakan untuk diputus oleh
MKPJ.

(1)

(2)

(1)

(3)

Pasal 66
Sekretaris membuat berita acara sidang yang memuat
segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan
pemeriksaan.
Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga memuat segala hal penting dari setiap keterangan
yang disampaikan selama proses persidangan
berlangsung.

Bagian Ketujuh
Putusan MKPJ

Pasal 67
Putusan MKPJ diambil berdasarkan musyawarah dan
mufakat.
Dalam hal putusan tidak dapat diambil berdasarkan
musyawarah dan mufakat, putusan diambil berdasarkan
suara terbanyak.
Dalam keadaan tertentu, MKPJ dapat memutus di luar
dari yang dimohonkan dan diuraikan dalam memori
pemeriksaan ulang Terlapor sepanjang menjadi fakta
hukum yang terbukti dan dipertimbangkan dalam
pemeriksaan MKPJ.

Pasal 68

Putusan MKPJ memuat:

a.

oo
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kepala putusan, dengan bunyi "Demi Kehormatan,
Keluhuran, dan Martabat Profesi Jaksa Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa";

identitas Terlapor;

resume pemeriksaan Inspeksi Kasus dan/atau resume
pemeriksaan Eksaminasi Khusus;

memori pemeriksaan ulang Terlapor;

fakta hukum;

pertimbangan hukum mengenai Pelanggaran yang
diperiksa;

pernyataan tentang ada tidaknya Pelanggaran;

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang
meringankan; dan

amar putusan.

Pasal 69
Putusan MKPJ diucapkan dalam sidang terbuka dengan
atau tanpa kehadiran Terlapor.
Putusan MKPJ ditandatangani oleh anggota majelis dan
sekretaris setelah putusan diucapkan.
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menyelenggarakan persidangan pembelaan diri;
memberikan pertimbangan, pendapat, kesimpulan, dan
rekomendasi kepada Jaksa Agung berdasarkan hasil
persidangan pembelaan diri di MKJ;

mengeluarkan penetapan; dan

menjatuhkan putusan atas Pelanggaran.

o p

ao

Pasal 78
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77, MKJ memiliki wewenang:

a. menetapkan waktu dan tempat sidang;
b. memanggil dan memeriksa Terlapor, Pelapor, dan saksi;
c. memanggil dan meminta pendapat ahli;
d. mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti;
e. melakukan pemeriksaan setempat;
f. membuat berita acara persidangan; dan
g. menjatuhkan putusan MKJ.

Bagian Ketiga

Pembentukan

Pasal 79

(1) MKJ dibentuk oleh Jaksa Agung.

(2) MKJ terdiri atas 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang,
dengan susunan sebagai berikut:
a. 1 (satu) orang ketua MKJ merangkap anggota; dan
b. anggota.

(3) Jaksa Agung menetapkan susunan MKJ dengan
mengeluarkan surat keputusan pembentukan MKJ.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, MKJ dibantu oleh paling
sedikit 1 (satu) orang sekretaris.

Bagian Keempat
Sekretariat MKJ

Pasal 80
Ketentuan mengenai sekretariat MKPJ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap sekretariat MKJ.

Bagian Kelima
Penggabungan dan Pemisahan Perkara

Pasal 81
Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan perkara
di MKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggabungan dan
pemisahan perkara MKJ.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 82
(1) Persidangan pembelaan diri dilakukan guna memberi
kesempatan membela diri bagi Jaksa yang dijatuhi
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 oktober 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

e

BURHANUDDIN

)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 QOktober 2024

PLT. DIREKITUR JENDERAL
PERUNDANG-UNDANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 730






